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MOTTO 

 



 
 

Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab 

ketakutan menghadapinya lebih mengganggu dari pada sesuatu yang kau 

takuti sendiri 
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Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (Sptjm) Perkawian /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status 

Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022) 

Oleh: Maidatul Husni 

ABSTRAK 

 

Maksud dari judul penulis yaitu menurut UU No 1 thn 1974 tentang 

pernikahan pada pasal Pasal 2 ayat (2) Dan juga di kuatkan dengan KHI pasal 5  

dan Pasal 6 Yang pada intinya pencatatan perkawinan bagi umat islam yaitu 

melalui proses di KUA dengan beberapa persyaratan,kegunaan dari pencatatan 

perkawinan adalah administrasi perkawinan dan juga administrasi kependudukan  

yang lain nya misal( terhadap pembuatan kk dan status  perkawinan ortu  terhadap 

kk dan  status  perkawinan ortu terhadap akta kelahiran anak)pada awal nya 

setelah di keluarkannya permendagri no  9 thn 2016 dan pemendagri no 109 thn 

2019 yang menerangkan bahwa pernikahan yang belum tercatat atau pernikahan 

siri boleh di buatkan kk dan anak yang lahir dari penikahan tsb boleh di buatkan 

akte kelahiran nya,Dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (sptjm) .hal ini justru dapat bertentangan dengan uu perkawinan dan juga 

dalam KHI yang disebutkan di atas  yang menyatakan bahwa perkawinan agama 

islam harus tercatat  dan di catatkan yaitu di KUA,Berdasarkan hal itu seolah olah 

sptjm itu adalah berupa surat yang bisa menggantikan buku nikah dalam  hal 

administrasi kependudukan  di disdukcapil seperti kk dan akte kelahiran anak. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan(field reseach) 

dengan pendekatan hukum normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara 

dengan pegawai Disdukcapil Rejang Lebong, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari dokumen resmi dan literatur terkait dan juga metode perpustakaan yaitu 

merujuk uu yang  terkait atau dasar hukum yang terkait dengan penelitian 

penulis.Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 



 
 

Hasil penelitian ini yaitu 1) Proses diterapkan/ tidak di terapkanya (SPTJM) 

di Disdukcapil Rejang Lebong, iyalah proses pembuatan administrasi penduduk 

dengan menggunkan SPTJM ini sudah berlaku pada tahun 2016 sejak berlakunya 

SPTJM ini yang di keluarkan oleh permendagri no 9 tahun 2016 dan masyarakat 

Disdukcapil Rejang Lebong sudah terbiasa dalam menggunakan SPTJM ini dalam 

membuat administrasi kependudukan terutama dalam membuat KK dan akte 

kelahiran,dan penerapan SPTJM tersebut masih berlaku sampai sekarang. 

2)Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa dampak positif dan negatif 

penggunaan SPTJM. Dampak positifnya adalah kemudahan administratif dalam 

pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta perlindungan hak-hak anak. 

Namun, terdapat pula dampak negatif seperti potensi poligami dan poliandri, 

ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum, dan status yang belum memiliki 

keabsahan dalam proses perkara di pengadilan.  

Kata Kunci :SPTJM, Status Perkawinan ,Kartu Keluarga,Disdukcapil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
1
 Perkawinan dalam Islam berasal dari 

kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan 

mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti 

akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2
 

Salah satu aturan hukum yang mengatur persoalan dalam Islam ialah 

hukum tentang pernikahan terdapat dalam Q.S Ar Rum ayat 21: 

     

   

   

  

       

      

Artinya : 

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

                                                           
1
“ Kompikasi Hukum Islam , Pasal  2”  

2
 Wati Rahmi Ria, “Hukum Perdata Islam”, (dalam Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal 

of Civil and IslamicFamily Law. Vol. 3, No.2, Desember 2022) 



 
 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”
.3

 

Pernikahan atau perkawinan telah diketahui merupakan hal yang 

terbilang sakral dan suci, yang akan hal tersebut setiap agama selalu 

mengaitkan kaidah-kaidah pernikahan atau perkawinan dengan kaidah-kaidah 

agama.4 Hubungan pernikahan atau perkawinan perlu adanya pencatatan 

untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum dari pihak pria dan wanita 

yang perkawinan tersebut. Dasar atas hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 

ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai pernikahan atau 

perkawinan yaitu dengan dinyatakannya bahwa: 

“Setiap pernikahan atau perkawinan didapati harus dicatat sesuai peraturan 

dan perundang-undangan yang telah berlaku.” 

 

Tidak ada bukti tentang Akta Pernikahan yang resmi, maka 

pernikahan tidak dapat dianggap sah secara administrasi. 

Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan sah dan tidaknya 

sebuah perkawinan tetapi berhubungan erat dengan status perkawinan, 

administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, harta bersama dalam 

perkawinan dan bahkan sampai pada status hukum dari ahli waris apabila 

suami atau isteri dan atau keduanya telah meninggal dunia.  

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti 

otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Maka 

dari itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah, perkawinan yang 

                                                           
3
“ Kementerian Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahanya. Q.S Ar Rum 21” 

4
 Boedi Abdullah,”Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,” (Bandung: Pustaka 

Setia, Cet. 1, 2013), h.20 



 
 

tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang 

muncul dari suatu perkawinan 

Dalam pasal  5 dan  6  Kompilasi Hukum Islam negara mengharuskan 

pernikahan dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

pegawai pencatat nikah. Pasal 5 dan 6 beserta ayat-ayatnya. 

Pada  pasal 5 ayat a dijelaskan bahwa: 

”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap 

perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada ayat b diatur bahwa “pencatatan 

perkawinan tersebut, pada ayat (a) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah 

sebagaimana di atur dalam UU  No 22 Tahun 1946 dan UU  No 32 Tahun 

1954”. 

Selanjutnya pada  pasal  6 ada dua diatur bahwa : 

“untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.  

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan 

diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Pernikahan yang tidak dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan 

dikenal sebagai pernikahan siri, perkawinan diam-diam, atau perkawinan di 

bawah tangan, merujuk pada perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan 

agama tetapi tidak dicatat atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Istilah "perkawinan di 

bawah tangan" muncul setelah diberlakukannya UU Perkawinan No 1 tahun 

1974. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara 

materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, tidak 

memiliki kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan atau dicatat oleh 



 
 

Pegawai Pencatat Nikah. Dalam konteks hukum negara, pernikahan yang sah 

harus terdaftar dan diakui oleh pihak berwenang, yaitu Kantor Urusan 

Agama.Dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan yang tidak 

dicatat di KUA tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan 

pernikahan yang sah secara resmi. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak dan 

kewajiban hukum yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris, hak 

asuransi, hak untuk mendapatkan izin tinggal, dan lain sebagainya.
5
 

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu harus didasari dengan adanya 

Akta Nikah yang disahkan pembuatannya oleh pihak Pegawai Pencatat 

Nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwa Akta tersebut nantinya 

digunakan dalam hal menegakkan hak-hak  dan  keadilan  suami  isteri dan 

anak-anak.
6
 

Pencatatan atas pernikahan merupakan kebijakan politik hukum 

Negara yang sifatnya preventif serta menjaga hak-hak yang timbul dalam 

perkawinan dan yang terlebih penting adalah untuk mendapat perlindungan 

hukum dari negara atau perkawinan yang dipahami tidak lepas dari berbagai 

macam persoalan. Dengan melewati pencatatan perkawinan, apabila salah 

satu dari pihak suami maupun istri ada yang dinyatakan tidak bertanggung 

jawab, maka perkara hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak untuk 

                                                           
5
 Armansyah,” Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 1 

(2), 2017), h. 200 
6
 Mohammad Daud Ali,” Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
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menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut guna 

mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan adanya 

Akta itu, maka pihak suami ataupun istri mempunyai bukti jelas atau kongkrit 

atas perbuatan  hukum yang sudah dilakukan oleh pihak sepasang suami istri.  

Pada awal bulan Oktober lalu, tepatnya pada hari Kamis, 7 Oktober 

2021, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya tayangan video yang isinya 

menampilkan pernyataan dari Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kemendagri. Dalam video tersebut, Zudan Arif Fakrulloh 

menyatakan bahwa semua penduduk wajib terdata dalam kartu keluarga. 

Beliau juga menyebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan pernikahan 

secara sirri, dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga (KK).Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian menegaskan bahwa semua penduduk 

Indonesia memang wajib terdata dalam kartu keluarga.  

Namun, Kemendagri hanya bertanggung jawab untuk mencatat 

terjadinya perkawinan, bukan untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini, 

Kemendagri akan mencatat status pernikahan seseorang dalam kartu keluarga 

dengan menyebutkan apakah perkawinan tersebut belum tercatat atau belum 

terdaftar secara resmi, yang dalam hal ini dikenal sebagai "nikah sirri".Untuk 

memasukkan perkawinan sirri ke dalam kartu keluarga, Kemendagri 

menetapkan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah dengan membuat 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan 

kebenaran status pernikahan pasangan suami istri. Surat ini harus 

ditandatangani oleh kedua pasangan dan diketahui oleh dua orang 



 
 

saksi.Dengan demikian, prinsip yang ditegaskan oleh Kemendagri adalah 

bahwa mereka tidak menikahkan secara langsung, tetapi hanya mencatat 

terjadinya perkawinan. Nikah sirri dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga 

dengan menyebutkan bahwa perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi.  

Syarat-syarat tertentu, seperti membuat Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM), harus dipenuhi untuk memasukkan perkawinan sirri 

ke dalam kartu keluarga. 

Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

maka status perkawiananya bertamabah yang ada di kk yaitu kawin belum 

tercatat dan cerai belum tercatat berdasarkan permendagri no109 /2019 

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan 

bahwa,”hadirnya inovasi berupa Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) Terpusat akan semakin memudahkan masyarakat 

dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan atau Adminduk”.
7
 

Memperhatikan pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, 

maka dalam KK akan tertulis bahwa status perkawinan seseorang akan 

dibedakan menjadi Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat. Hal ini 

dimaksudkan untuk membedakan apakah penduduk sudah atau belum 

memiliki surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau 

akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Jika sudah memiliki 

                                                           
7
 Dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1027/kemendagri-terapkan-siak-terpusat-

layanan-adminduk-semakin-mudah diakses pada 1 juli 2023 



 
 

surat nikah atau akta perkawinan, maka status perkawinannya menjadi Kawin 

Tercatat. Jika tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status 

perkawinannya adalah Kawin Belum Tercatat.  

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran 

penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Pencatatan 

perkawinan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), adalah langkah yang sangat penting untuk 

memastikan status perkawinan yang sah dan memberikan kepastian hukum 

bagi pasangan yang menikah. 

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus perkawinan atau 

perceraian yang tidak tercatat secara resmi oleh Disdukcapil. Faktor-faktor 

yang menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan bisa bervariasi, antara lain 

adanya kendala administrasi, masalah sosial atau budaya, atau ketidaktahuan 

individu mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. 

Ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi, hal ini dapat 

menimbulkan sejumlah masalah dan keraguan dalam hal status perkawinan 

seseorang. Pasangan yang tidak memiliki catatan perkawinan resmi mungkin 

mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dan kepentingan yang 

berkaitan dengan status perkawinan, seperti hak waris, hak asuransi, atau 

keabsahan hubungan mereka di mata hukum. 

Untuk mengatasi masalah ini, Kemendagri  juga telah membuat 

sebuah kebijakan baru terkait pembuatan dokumen kependudukan. Hal 



 
 

tersebut ditandai dengan diterbitkannya kebijakan melampirkan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan 

suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen 

kependudukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah 

syarat pembuatan dokumen kependudukan sebagai syarat pengganti akta 

nikah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang baik dalam ranah 

administrasi.  

Namun pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:  

“Tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 
8
 

 

Berdasarkan pada UU Perkawinan tersebut, tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar terjadi jaminan 

kepastian hukum.Namun dengan diterbitkannya Permendagri No. 108 Tahun 

2019 yang membolehkan pasangan nikah siri berada dalam suatu dokumen 

kependudukan merupakan suatu langkah yang baru, sebab pasangan nikah siri 

yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama 

agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status 

nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan 

Disdukcapil Kemendagri tanpa harusmelakukan isbat nikah terlebih dahulu. 

Kemudian pada tahun 2019 terbitlah Permendagri Nomor 109 Tahun 

2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi 

Kependudukan sebagai aturan yang lebih baru dari Permendagri nomor 9 
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tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pasangan 

perkawinan sirri dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) yang berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang menjadi syarat 

pembuatan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak. Akan tetapi status 

perkawinan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga tidak berbunyi pasangan 

yang menikah dengan dicatatkan, melainkan dengan kata “perkawinan belum 

tercatat” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
 

Dalam observasi yang penulis lakukan di Disdukcapil Rejang Lebong 

Penulis menemuikan bahwa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (STPJM)  banyak dipakai oleh pasangan yang nikah sirri 

untuk membuat kartu keluarga dan Akte kelahiran anak dari pernikahan sirri 

atau pernikahan di bawah tangan, dimana dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) pernikahan mereka 

secara administrasi diakui dan dapat dicatatkan pada  kartu keluarga dengan 

status “kawin belum  tercatat”, kemudian dari Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (STPJM)  juga menjadi dasar pembuatan Akte 

kelahiran dimana status mereka yang nikah sirri di dalam akte kelahiran 

adalah ayah dan ibu kandung. 

Status baru dalam kartu keluarga yaitu “nikah tidak tercatat” akan 

mengaburkan status perceraian, dengan adanya status nikah tidak tercatat 
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tentu juga akan menimbulkan status “cerai belum tercatat” sementara  itu  

status Nikah belum Tercatat dan Cerai belum Tercatat” tidak dikenal pada 

Pencatatan Nikah pada  Kantor KUA(Kantor Urusan Agama) dan Pengadilan 

Agama, dengan demikian akan sulit bila kedua pasangan ini nantik akan 

bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan menuntut hak mereka seperti 

gono gini nafkah dan waris atau mendaftar perkawinan mereka secara resmi 

pada kantor KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memperoleh buku nikah 

karena dikatan menikah mereka tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan 

Agama) sedangkan apabila dikatakan tidak menikah di dalam KK (Kartu 

keluarga)  mereka tercatat sebagai suami isteri. 

Status baru tersebut berlaku hanya  karna adanya Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM) ini juga dinilai telah merebut  kewenangan 

lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak 

tercatat, karena dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM), warga dapat memproses  penyatuan KK( Kartu 

Keluarga) dan menyebut diri mereka berstatus sebagai  suami istri yang sah 

tanpa didasari penetapan dari pengadilan. Namun, penerbitan Surat 

Pertanggungjawaban Mutlak ini juga memunculkan beberapa pertanyaan dan 

permasalahan. Apakah Surat Pertanggungjawaban Mutlak dapat memberikan 

kepastian hukum yang cukup bagi pasangan yang tidak memiliki catatan 

perkawinan resmi? Bagaimana pengaruh penerbitan Surat 



 
 

Pertanggungjawaban Mutlak terhadap status perkawinan dan perlindungan 

hukum individu yang terkait? 

Berdasarkan hal- hal di atas penulis tertarik untuk membahas lebih 

dalam lagi dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul. Proses Di Terapkan/ 

Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) 

Perkawian /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan 

(Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022). 

B. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dan agar tidak meluas penulis hanya 

membatasi masalah pada Bagaimana Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  

Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong  dan 

Mengetahui  Dampak yg ditimbulkan dalam penggunaan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses diterapkan/tidak diterapkan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum 

tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong  ? 

2. Apa dampak penggunaan  Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan seseorang di Disdukcapil 

Rejang Lebong? 

D. Tujuan Penelitian 



 
 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

perkawinan/perceraian belum tercatat di Disdukcapil Kab. Rejang Lebong 

2. Untuk mengetahui apa saja dampak penggunaan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan  

  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Curup. 

b. Mengembangkan materi hukum pernikahan dengan data-data dari 

lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan 

hukum. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dalam hal 

menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam bagi para 

pembaca untuk menunjang dalam dunia akademis perkuliahan tentang 

penerapan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia terutama dalam 

proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) Pekawinan/Perceraian Belum Tercatat Terhadap 

Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong)’ 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 



 
 

Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengasah 

kemampuan menulis dan menyusun sebuah penelitian dari menganalisis 

suatu masalah sesuai bidang penulis 

b. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk 

menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah 

atau daerah tempat tinggal,dan juga dari kalangan civitas akademika 

maupun mahasiswa diharapkan bisa menjadi referensi untuk 

penyusunan karya tulis ilmiah atau menjadi kajian pustaka pada 

penelitian- penelitian selanjutnya. 

c. Bagi IAIN Curup 

Sebagai masukkan positif untuk acuan belajar mengajar untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya 

dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi 

perpustakaan IAIN Curup. 

d. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pelajaran bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting sehingga 

tidak menyulitkan pasangan suami istri beserta anaknya di masa yang 

akan datang. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dari literatur yang penulis analisa tulisan berkaitan dengan pencatatan 

perkawinan sudah cukup banyak tetapi yang berkaitan dengan Surat 



 
 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) terhadap perkawinan 

yang belum tercatat yang penulis dapati ada beberapa yaitu : 

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap 

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai 

Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran” yang ditulis oleh 

Septi Putri Riskiyah.
10

 Penelitian ini membahas tentang penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah 

seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran, dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya 

membahas tentang  penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) sebagai pengganti dari akta nikah bagi pernikahan yang belum 

tercatat. Namun yang di bahas oleh penulis yaitu  Proses Di Terapkan/ Tidak 

Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di 

Disdukcapil Rejang Lebong dan dampak nya dalam pembuatan KK terhadap 

status perkawian seseorang. 

Kedua, Penelitian Skripsi oleh Novita Indah Sari yang berjudul 

”Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat 

Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat 
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Nikah”.
11

 Penelitian ini sama dengan pembahasan penulis yakni membahas 

tentang bagaimana praktik penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan yang 

belum tercatat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang 

dimintai pendapat. Dalam penelitian ini pandangan disampaikan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, (SPTJM) dalam pembuatan Kartu 

Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat. Akan tetapi terdapat 

perbedaan yang terletak pada objek yang dimintai pendapat . Dalam 

penelitian ini pandangan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan meminta 

pendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

Rejang Lebong  yang mana disitulah tempat praktik tersebut dilakukan.  

Ketiga,Penelitian oleh Yusup Setiawan yang berjudul Analisa 

Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam 

Perspektif Disdukcapil Purwakarta.
12

 Penelitian yang dilakukan pada tahun 

2022 ini berfokus pada pandangan Disdukcapil Purwakarta tentang 

bagaimana dasar hukum kategori nikah belum tercatat yang ditulis di dalam 

blangko Kartu Keluarga serta bagaimana perlindungan hukum terhadap 

perkawinan yang belum tercatat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 
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beberapa dasar yang mendasari kategori nikah belum tercatat di dalam 

blangko Kartu Keluarga yang menjadi solusi atas kebijakan pemerintah 

dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri 

yang menikah tetapi belum dicatatkan, meskipun menyebabkan kedudukan 

hukum pencatatan perkawinan yang awalnya bertujuan dan berfungsi sebagai 

penjamin ketertiban hukum sebagai kepastian hukum melalui alat bukti 

perkawinan, akhirnya menjadi asumsi yang seolah bertentangan dengan 

kewajiban pencatatan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini sama-sama menjelaskan  

adanya perubahan status di dalam penulisan kartu keluarga, dan juga 

perbedaan dengan penelitian ini penulis hanya berfokus Pada Proses Di 

Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan Dan 

Perceraian Tidak Tercatat dan Dampak Dari Status Perkawinan Yang Tidak 

Tercatat Di KK Juga Terdapat Perbedaan Objek Yang Dimintai  Yakni 

Disdukcapil Purwakarta Dan Disdukcapil Rejang Lebong 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode dasar atau langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang tujuannya adalah untuk 

memperoleh hasil penelitian yang berkualitas akademik-ilmiah. .
13

 Agar 

penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

  Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian lapangan (field research). Hal itu dikarenakan penelitian 

ini objeknya berupa peristiwa-peristiwa atau fenomena alamiah yang 

terjadi langsung pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan 

penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan.
14

 

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai pendekatan penelitian 

yaitu kualitatif deskriptif karena data yang dikumpulkan berdasarkan fakta 

yang ada di lapangan sebagai objek penelitian yang berhubungan dengan 

proses penggunaan SPTJM bagaimana penerapan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (STPJM)  perkawinan/perceraian Belum 

tecatat terhadap status perkawinan pada Kartu Keluarga di dukcapil 

Rejang Lebong. 

2. Metode Pendekatan 

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang 

masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini dan 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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penelitian hukum normatif.
15

 Dimana Penulis akan melakukan pendekatan 

pertauran perundang-undangan (statute-appoarch), pendekatan konseptuan 

(conceptual appoacrch) dan pendekatan perbandingan ( comparative 

appoarch ). 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan 

yang akan diteliti dan dianalisis.
16

 .Adapun Objek penelitian ini adalah 

bagaimana Bagaimana proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  

Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong  

dan Mengetahui  Dampak yg ditimbulkan dalam penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status 

perkawinan di Disdukcapill Rejang Lebong 

4. Sumber Data 

 Sumber data merupakan letak dari mana data akan digali, baik 

yang primer maupun yang sekunder
17

. Penelitian lapangan ini dibedakan 

menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 
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Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya.
18

 Maka sumber data primer dalam 

penelitian dapat diperoleh melalui dokumentasi terhadap obyek 

(sampel) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi 

dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Penulis mencari 

sumber data dengan melalui wawancara lansung  pihak  Disdukcapil 

Kab. Rejang Lebong. 

b. Data Sekunder 

  Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.
19

 Serta hasil 

wawancara. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Hal ini merupakan langkah yang paling penting di dalam sebuah 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni memperoleh data.
20

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

  Yaitu teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik 

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang di 

selidiki baik pengamatan dilakkan dalam situasi sebenarnya maupun 
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dilakukan dalam situasi buatan yang khusus di adakan. Dalam hal 

ini, observasi dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang 

tampak berkaitan dengan Bagaimana proses di terapkan/ tidak 

diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM)  Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil 

Rejang Lebong  dan Mengetahui  Dampak yg ditimbulkan dalam 

penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) terhadap status perkawinan. 

b. Wawancara ( Interview) 

Adapun wawancara dalam penelitian skripsi ini dilakukan 

lansung dengan para pegawai bidang pelayanan pencatatan sipil Kab 

Rejang Lebong. Untuk memastikan proses interaksi antara penulis 

selaku  pewawancara dan sumber informasi atau orang di 

wawancarai  melalui komunikasi lansung. Percakapan tatap muka  ( 

face to  face) antara pewawancara dengan sumber informasi ,dimana  

pewawancara bertanya lansung tentang suatu objek yang di teliti dan 

telah di rancang sebelum nya 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang 

memuat fakta dan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian 

berupa catatan, dokumen penting dan gambar yang dimiliki oleh 



 
 

informan tanpa campur tangan peneliti.
21

. Dokumentasi penelitian 

ini berupa data yang berkaitan dengan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak SPTJM seperti formulir dan 

sebagainya di Disdukcapil Rejang Lebong 

6. Teknik analisis data  

 Dari teknik pengumpulan data, setelah data penelitian terkumpul 

dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis. Analisis data 

ini merupakan proses mendiskusikan data yang telah diperoleh melalui 

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan juga bahan-bahan lain 

agar mudah dan dipahami dan temuan dari analisis penelitian dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
22 

 
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Secara 

deskriptif penulis menggambarkan  proses di terapkan/ tidak diterapkan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di 

Disdukcapil Kab. Rejang Lebong,Kemudian setelah digambarkan secara 

umum, secara khusus  Dampak Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) di Disdukcapil Rejang Lebong. 

a. Analisis sebelum dilapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau 

data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus 

penelitian. 
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b. Analisis data lapangan 

1) Redaksi Data  

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan  

polanya. 

2) Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan 

melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. 

3) Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penting dalam 

proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan bukti-

bukti dan data yang telah dikumpulkan untuk mencapai suatu 

kesimpulan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Tahap 

penarikan kesimpulan biasanya dilakukan setelah tahap 

pengumpulan dan analisis data.ketika peneliti menarik 

kesimpulan pada tahap awal, kesimpulan tersebut masih bersifat 

sementara dan dapat berubah seiring dengan penelitian yang lebih 

lanjut atau ditemukannya bukti-bukti tambahan.  

 



 
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan  

Pencatatan perkawinan adalah suatu tata cara administrasi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dilakukan oleh badan-badan yang berwenang (kantor urusan agama 

bagi orang Islam dan kantor pendaftaran bagi non-muslim) dan dengan 

menerbitkan akta nikah atau buku nikah dan kartu nikah bertanda bagi 

keduanya. pengantin .23
.Dalam Hukum Islam anjuran Pencatatan 

perkawinan ditentukan berdasarkan ijtihad karena pencatatan 

perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits. .
24

  

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah 

dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh 

wali dari pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang 

diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu 

orang muslim laki-laki dan dua orang muslim perempuan dan adanya 

mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan, dan 
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setiap rukun dari pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Syarat bagi rukun adanya ijab qabul adalah ijab qabul harus 

dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan berkesinambungan.
25

 

 Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti 

persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan saksi, namun terkait 

dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam menentukan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi.
26

 

 Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan 

dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan 

kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan 

pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari 

bahwa kontak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan 

tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.
27

 

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia  

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan 

perkawinan diatur dalam  

a. Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah , 

talak dan rujuk. 

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa  pasal 1 ayat (1) nya 

adalah: 
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 “Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut 

nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 

Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan 

rujuk, diberitahukan  kepada  Pegawai Pencatat Nikah.” 
28

 

 

b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 

(2) menyatakan: 

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundangundangan  yang berlaku.”
29

 

 

c. PP  Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 

tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.”  

 

ayat (2)  juga berbunyi: 

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” 

 

 Dan ayat (3) PP No 9 tahun 1975  berbunyi  

 

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai 

peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan 

sebagaimana ditetukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah (PP No 9 Th 1975).”
30
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Dalam PP No Berkaitan kewenangan pegawai pencatat 

perkawinan di sebutkan 9 th 1975 sebagaiman terdapat pada   

 

Pasal 6 ayat (1) berbunyi : 

 

“Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 

melangsungka perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 

perkawinan menurut undang-undang.”  

 

Ayat (2) dengan bunyi: 

 

“Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan Akta Kelahiran atau 

surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta 

kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat 

keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon 

mempelaiyang diberikah oleh Kepala Desa atau yang setingkat itu; 

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan 

tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/ izin 

Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4), 

dan (5) Undang-undang perkawinan, apabila salah seorang calon 

mempelaiatau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun; d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 14 Undang-

undang perkawinan; dalam hal calon mempelai adalah seorang 

suami yang masih mempunyai isteri; e. Dispensasi Pengadilan/ 

Pejabat sebagaimana dimasud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; f. 

Izin kematian suami/isteri yang terdahulu atau dalam hal 

perceraian surat keterangan perceraian,bagi perkawianan untuk 

kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon 

mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; h. Surat 

kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan Pegawai 

Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya 

tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, 

sehingga mewakilkan kepada orang lain.”
31

 

 

Berkaitan dengan tata cara perkawinan diatur pada pasal 10 dan 11 

PP No 9 th 1975 ayat (1) berbunnyi : 

“Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua 

mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 

oleh Pegawai Pencatat Berdasarkan ketentuan yang berlaku.”  
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 Ayat  (2) berbunyi: 

“Akta Perkawinan yang telah ditandatangai oleh mempelai itu, 

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegai 

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani 

pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.” 

 

Dan ayat (3) berbunyi : 

 

“Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka perkawinan 

telah tercatat secara resmi.”
32

 

 

d. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 

Peraturan ini menguatkan PP No 9 Th 1975 terkhusu bagi umat 

islam dalam hal penaan perkawinan diantaranya dijelakan dalam 

pasal 

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

“Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.” Ayat (2) 

dengan bunyi “Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA 

Kecamatan.”  

 

Dan ayat (3) dengan bunyi : 

 

“Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. 

Pendaftaran kehendak perkawinan; b. Pengumuman kehendak 

perkawinan; c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan d. 

Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.”
33

 

 

e. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5,6 dan 7. 

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan pencatatan 

perkawinan ini pada :  
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 PP  Nomer  9 Tahun 1975,…pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) 
33

 Peraturan Menteri Agama no 19 tahun 2018 pasal  2 ayat (1) ,(2),dan ayat(3) 



 
 

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan : 

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat.” 

 

Pada ayat  (2) nya: 

 

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 

22 1946 jo. UU No. 32/1954.”
34

  

 

Pasal 6 ayat (1) juga di jelaskan: 

 

”Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah.”
35

  

 

 Ayat (2) dijelaskan: 

 

”Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”   

 

Dan Pasal 7 ayat (1)dijelaskan : 

 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
36

 

 

Dalam pasal-pasal KHI (Komplikasi Hukum Islam) 

disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila ada pegawai 

pencatatan pernikahan yang resmi hadir dalam prosesi pernikahan 

atau jika perkawinan tersebut didaftarkan. Jika pendaftaran 

perkawinan tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak 

dianggap sah secara hukum. Artinya, KHI tidak memberikan ruang 

bagi perkawinan yang tidak terdaftar. 
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Namun, penting untuk memahami bahwa KHI 

membedakan antara keabsahan perkawinan secara agama dan 

legalitas perkawinan menurut negara. Meskipun perkawinan tidak 

terdaftar secara hukum, KHI tidak menganggapnya batal secara 

agama jika pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan 

perkawinan mereka. 

Dengan kata lain, meskipun perkawinan yang tidak 

terdaftar secara hukum tidak diakui secara sah oleh negara, dalam 

konteks agama, perkawinan tersebut masih dianggap sah selama 

memenuhi persyaratan agama yang berlaku. Namun, hal ini tidak 

memberikan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan 

yang terdaftar secara resmi menurut negara. 

. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin 

hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya mengikuti apa yang 

telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing 

masing  agamanya dan kepercayaan nya itu“.
37

 

 

Pada masalah ini, terdapat pandangan yang menyatakan 

bahwa KHI (Kitab Hukum Acara) menerapkan konsep "validitas 

ganda". Di satu sisi, KHI tetap mempertahankan pendapat para 

ulama klasik yang menyatakan bahwa hanya syarat-syarat agama 

yang dapat menentukan apakah suatu akad atau kontrak 
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perkawinan sah atau tidak. Di sisi lain, KHI ingin menegaskan 

bahwa pencatatan perkawinan merupakan keharusan  

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak dianggap 

sebagai faktor utama dalam menentukan keabsahan perkawinan 

secara agama, melainkan hanya sebagai syarat administratif. 

Pandangan ini menunjukkan adanya dua dimensi penting dalam 

penentuan keabsahan perkawinan, yaitu dimensi agama dan 

dimensi administratif. 

Pada dimensi agama, penilaian keabsahan perkawinan 

didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat agama yang telah 

ditetapkan oleh ulama klasik. Syarat-syarat ini mencakup aspek-

aspek seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar (maskawin), 

saksi sah, dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap penting 

dalam Islam. 

Sementara itu, pada dimensi administratif, KHI mewajibkan 

pencatatan perkawinan sebagai bagian dari proses hukum yang 

harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk kepentingan administrasi 

negara, seperti melindungi hak-hak pihak yang terlibat, mendukung 

kepastian hukum, dan memfasilitasi pembuktian keabsahan 

perkawinan di mata hukum. 

Dengan menerapkan konsep "validitas ganda" ini, KHI 

mencoba untuk mengakomodasi baik aspek agama maupun 

administratif dalam penentuan keabsahan perkawinan. Pencatatan 



 
 

perkawinan dianggap sebagai syarat administratif yang penting, 

namun bukan sebagai penentu utama dalam menentukan sah atau 

tidaknya perkawinan secara agama.
38

 

f. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas 

UndangUndang No 23 Tahun 2006 Tentang Administasi 

Kependudukan. 

Dalam Undang-undang ini diatur tentang administrasi 

kependudukan yang menyangkut tata cara dan tata laksana 

pencatatan peristiwa penting yang terdapat dalam pasal 1 ayat 17 

undangundang ini, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah 

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, 

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan 

anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status 

kewarganegaraan. 

Pada pasal 1 ayat 23 juga dijelaskan:  

“Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat 

dengan KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan 

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan 

bagi penduduk yang beragama Islam.” 

 

 Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan 

pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi 

pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. 

Secara tegas dalam PMA No. 19 Tahun 2018 pada  

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: 
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”Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan”
39

, 

 

Juga dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa: 

 

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
40

 

 

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

  Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk 

ketentuan baru. Baik al-Qur’an maupun Hadis tidak menyebutkan 

secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya 

dilakukan pencatatan perkawinan dalam al-Qur’an dapat dipahami dari 

Q.S al-Baqarah 2: (282) berikut ini: 

 

  
   

    
   

   
      

     
   

   
    
     
    

     
    

  
  

     
   

   
    

  
    
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 Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) 



 
 

    
     

   
    
    

  
    

     
   

   
   

     
     

   
     

    
       

 

 

‚Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu 

mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya………….(Q,S AL-Baqarah (2):282)”
41

 

 Pada ayat ini memang hanya diperintahkan untuk 

menuliskan transaksi bisnis, namun tujuan atau maqasid asy syari' 

dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-

pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di 

kemudian hari. 

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa perkawinan memiliki 

kesamaan illat (faktor penyebab) dengan transaksi bisnis. Baik 

perkawinan maupun transaksi bisnis merupakan bentuk transaksi 

yang melibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang 
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terlibat. Oleh karena itu, prinsip yang sama tentang penulisan 

transaksi dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks 

perkawinan. 

 Dalam perkawinan, terdapat hak dan kewajiban yang 

timbul antara suami dan istri, seperti hak dan kewajiban dalam 

memenuhi nafkah, tanggung jawab keluarga, hak waris, dan 

sebagainya. Dengan menuliskan perkawinan, hal ini dapat 

membantu menghindari potensi pengingkaran atau perselisihan di 

masa depan. 

Dengan adanya dokumen atau catatan perkawinan yang sah 

secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat merujuk 

kepadanya sebagai referensi yang jelas dan memberikan kepastian 

hukum. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat melindungi 

hak-hak pihak yang terlibat, seperti hak waris dan hak-hak 

lainnya. 

 Dengan demikian, meskipun ayat tersebut secara khusus 

menyebutkan penulisan transaksi bisnis, prinsip umum yang 

terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada perkawinan. 

Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, kepastian, dan 

menghindari perselisihan di masa depan, serta melindungi hak 

dan kewajiban yang timbul dari perkawinan..
42
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 Para mufassir menjelaskan bahwa pada surat al-Baqarah ayat 282  

ini berkaitan dengan utang piutang.
43

 Namun beberapa lainnya 

mengaitkan ayat ini pada transaksi mu’amalah lainnya yang 

memerlukan pencatatan.
44

 Sedangkan apabila dilihat dari konteks 

cakupan hukum dari perkawinan lebih luas daripada sekedar utang 

piutang atau transaksi muamalah lainnya, seperti; pemenuhan hak, 

kewajiban suami (kepala keluarga), waris, mahram, dan konsekuensi 

lain yang berkaitan dengan sebab ikatan perkawinan tersebut.
45

  

 Pentingnya menuliskan atau mencatatkan perkawinan untuk 

menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk transaksi muamalah 

(kegiatan ekonomi atau bisnis), tetapi juga untuk semua transaksi. 

Allah memerintahkan agar transaksi bisnis dituliskan sebagai langkah 

untuk menjaga keabsahan dan kejelasan transaksi tersebut. Maka, 

tidaklah mengherankan jika untuk akad perkawinan, yang oleh allah 

disebut sebagai perjanjian yang kuat atau "mitsaqan ghalizan," 

menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga sangat dianjurkan. 

 Dalam konteks ini, menuliskan atau mencatatkan perkawinan 

berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Dengan adanya catatan tertulis mengenai perjanjian perkawinan, akan 
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lebih mudah untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

yang disepakati oleh pasangan suami-istri. Dokumentasi ini juga dapat 

menjadi bukti yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa di masa 

depan. 

 Selain itu, menuliskan perkawinan juga memiliki manfaat lain, 

seperti memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang disepakati, 

termasuk hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini akan 

membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda 

antara pasangan suami-istri. Dengan adanya catatan tertulis, pasangan 

dapat merujuk ke dokumen tersebut sebagai panduan atau acuan ketika 

diperlukan. 

 Dalam rangka menjalankan ajaran agama dan menjaga keutuhan 

serta keadilan dalam perkawinan, menuliskan atau mencatatkan 

perkawinan dianggap sebagai tindakan bijak dan dianjurkan. Hal ini 

sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan 

dalam islam. sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa’: 21 berikut 

ini: 

   
   
   

      
Artinya: 

” Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”
46
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 Kamal Mukhtar menyatakan bahwa mengqiyaskan akad 

nikah dengan akad mu'amalah (transaksi bisnis) dapat 

dikategorikan sebagai qiyas aula (qiyas yang utama) karena Al-

Qur'an telah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian 

yang kuat. Perbedaan signifikan antara keduanya adalah bahwa 

dalam akad mu'amalah yang diakadkan adalah barang, sedangkan 

dalam akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat 

dengan orang lain. 

 Akad perkawinan melibatkan hak dan kewajiban yang lebih 

besar dan lebih luas dibandingkan dengan akad mu'amalah. 

Selain melibatkan hubungan antara suami dan istri, akad 

perkawinan juga memiliki implikasi yang melibatkan anak-anak, 

cucu-cucu, dan hubungan keluarga lainnya. Hak dan kewajiban 

yang timbul dari perkawinan tidak hanya berlaku selama 

pasangan suami-istri masih hidup, tetapi juga setelah salah satu 

dari mereka meninggal dunia. Contohnya, hal-hal seperti 

pewarisan, hubungan kekerabatan, mahram (hubungan yang 

membatasi pernikahan), dan sebagainya. 

Perkawinan memiliki dimensi yang lebih kompleks dan jangka 

panjang dibandingkan dengan transaksi bisnis. 

 Oleh karena itu, mengqiyaskan akad nikah dengan akad 

mu'amalah sebagai qiyas aula, yang berarti memprioritaskan 

hukum atau ketentuan dalam akad nikah, dapat dianggap sebagai 



 
 

pendekatan yang beralasan. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan 

Islam yang mengakui pentingnya perlindungan hak-hak dan 

kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan, 

serta memastikan kontinuitas hubungan keluarga yang 

berkualitas 
47

. 

B. Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Belum Di Catatkan  

1. Pengertian Perkawinan Belum Tercatat 

 Perkawinan belum tercatat berbeda dengan nikah sirri, karena 

nikah sirri adalah sebuah pernikahan rahasia yang dilakukan oleh laki-

laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang 

berhak menjadi wali.
48

 Sedangkan perkawinan belum tercatat ialah 

perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan 

ketentuan hukum Islam, namun belum dicatatkan di KUA. Biasanya 

perkawinan belum tercatat dilakukan di hadapan tokoh agama dan 

dihadiri beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Yang mana 

pasangan yang ingin melakukan perkawinan tanpa pencatatan cukup 

datang ketempat kiyai yang diinginkan dengan membawa orang wali 

dan mempelai wanita serta dua orang saksi dalam proses ijab tersebut. 

Dalam praktik perkawinan ini yang bertindak sebagai qodhi atau 
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orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah 

menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.
49

 

 Dalam artian lain bahwa perkawinan belum tercatat adalah 

perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun belum dicatatkan 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2).
50

 Jika diperhatikan 

melalui ketentuan dalam kedua Pasal tersebut, maka dapat dimaknai 

bahwa perkawinan yang sah dilakukan dengan dua langkah, yaitu 

langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut 

undang-undang yang berlaku. Terhadap dua langkah ini pada awalnya 

timbul perbedaan pendapat dalam menafsirkan kedua Pasal ini. 

Beberapa pendapat menafsirkan secara memisah dan ada pula yang 

menafsirkan bahwa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan.
51

  

Pendapat yang mengatakan bahwa dua Pasal itu di tafsirkan 

secara memisah antara ayat (1) dan (2) dapat digambarkan dengan 

sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan 

agama/kepercayaan saja. Tidak perlu dengan pencatatan perkawinan 

di hadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang 
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merepotkan saja. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa 

pencatatan perkawinan hanya sekadar perbuatan administratif saja dan 

keyakinan secara agama itu sebagai syarat substantsinya. Pendapat ini 

mengedepankan bahwa hukum agama dan keyakinan dari masing-

masing sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan. Dengan arti lain 

bahwa sah menurut agama artinya sudah menjadi pasangan yang halal 

untuk melakukan sebuah hubungan antara suami dan istri.
52

 

 Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menafsirkan bahwa 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah sebuah kesatuan. Dimana sebuah 

perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh 

Negara adalah perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan 

pencatatan itu telah dipenuhi. Secara khusus pencatatan perkawinan 

dilakukan harus dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga 

yang berwenang. Negara Indonesia menganut asas hukum dalam 

sebuah perkawinan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem 

administrasi perkawinan. Yang mana kedudukan dari sebuah 

pencatatan perkawinan semata-mata demi ketertiban perkawinan 

dalam masyarkat baik umat Islam maupun di luar agama Islam yang 

berfungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan
53
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2. Faktor Penyebab Perkawinan Belum Tercatat 
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Perkawinan belum tercatat dapat dipicu beberapa faktor yang 

melatarbelakanginya. Mulai dari faktor yang timbul dari dalam diri 

pelaku praktik perkawinan itu sendiri ataupun dari faktor lainnya. 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
54

 

a. Ekonomi  

Keadaan ekonomi kerap kali menjadi salah-satu penyebab 

munculnya permasalahan dalam kehidupan, termasuklah pada 

proses perkawinan. Masyarakat memilih untuk tidak melakukan 

proses administrasi dalam pernikahan dengan alasan biaya 

administratif perkawinan yang dianggap mahal oleh masyarakat 

kalangan rendah. 

b. Adanya pembatasan usia nikah 

Peraturan tentang pembatasan usia nikah yang 

mengharuskan seseorang untuk mencapai usia itu baru boleh 

menikah, dan untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah terlalu 

rumit sehingga memilih untuk menikah hanya sah secara agama.
55

 

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 

pencatatan nikah. Kurangnya kesadaran pasangan yang akan 

melakukan pernikahan tentang pentingnya sebuah pencatatan 

menjadi salah satu faktor utama berkembangnya praktik 

perkawinan tanpa pencatatan ini. Proses administratif ini kerap 

                                                           
54

  Afwan Zainuddin, “Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau 

dari Undang-undang 1 Tahun 1974”, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.51-55 
55

 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto,...151 



 
 

dianggap berbelit-belit dan terlalu rumit, sedangkan tanpa 

pencatatan mereka tetap bisa menjadi pasangan suami istri. 

d. Pemahaman seperti ini menjadi faktor yang berasal dari dalam diri 

para pasangan.  

Tidak ada izin istri Perkawinan yang dilakukan kedua kali atau 

berpoligami dapat dilakukan jika mendapat izin dari istri pertama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk mendapatkan izin dari istri 

pertama maka perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke 

Pengadilan Agama. Tidak adanya izin dari dari istri pertama atau 

kurangnya syarat untuk melakukan poligami membuat seorang suami 

dengan sengaja melakukan perkawinan tanpa pencatatan. 

 

3. Akibat Hukum Perkawinan Belum Tercatat 

  Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sistem hukum di 

Indonesia tidak mengenal adanya istilah “Kawin di bawah tangan, 

kawin sirri” atau semacamnya dalam undang-undang. Namun secara 

sosiologi kedua istilah itu diberikan bagi perkawinan yang belum/tidak 

dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus Pasal 2 ayat (2). 



 
 

 Perkawinan yang belum tercatat merupakan praktik yang terjadi 

secara diam-diam di sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Pelaku-

pelaku praktik ini melakukannya dengan tujuan menghindari 

keterlibatan dalam sistem dan regulasi yang diatur oleh undang-undang 

yang dianggap birokratis dan rumit, serta untuk menyembunyikan 

perkawinan poligami yang telah dilakukan secara bersamaan. Dalam 

melakukan hal ini, mereka mengikuti cara mereka sendiri yang 

dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 Dalam konteks ilmu hukum, tindakan semacam ini dikenal sebagai 

"penyelundupan hukum." Ini merujuk pada upaya untuk menghindari 

persyaratan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang demi 

mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk menghindari konsekuensi 

hukum yang tidak diinginkan atau untuk mencapai konsekuensi hukum 

yang diinginkan. 

 Menyoroti fenomena di mana sebagian masyarakat mengambil 

jalan pintas untuk menghindari keterlibatan dalam proses administratif 

dan legalitas perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Mereka 

mungkin merasa bahwa proses tersebut terlalu rumit, berbelit-belit, 

atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, mereka tetap 

berusaha untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar 

hukum Islam. 

 Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum 

dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan. 



 
 

Menghormati dan mematuhi undang-undang yang berlaku adalah 

aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Jika ada 

kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap undang-undang yang ada, 

upaya konstruktif dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum 

tersebut melalui jalur yang sah dan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan..
56

 

  Akibat hukum dari perkawinan yang belum tercatat, walaupun 

secara agama atau kepercayaan dianggap sah, akan tetapi perkawinan 

yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah di 

mata hukum Negara. Perkawinan tanpa pencatatan sangat merugikan 

bagi istri baik secara hukum ataupun sosial. Secara hukum, perempuan 

tidak dianggap sebagai istri sah, serta ia tak berhak atas segala harta 

peninggalan ataupun harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sedangkan 

secara sosial, status perempuan bahkan hanya dianggap sebagai istri 

simpanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita yang menjadi istri 

dalam pernikahan belum tercatat hanya diikat secara sepihak dalam 

sebuah ikatan semu dan bukanlah ikatan kokoh (Mitsaqon Ghalidzan) 

yang sebenarnya dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan. Ia 

dapat diceraikan ataupun ditinggalkan kapan saja tanpa bisa 

melakukan perlawanan hukum apapun karena bukti perkawinan berupa 
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buku nikah tidak mereka miliki.
57

  

 Secara rinci akibat hukum bagi perkawinan belum tercatat sesuai 

aturan yang berlaku maka konsekuensi logis maupun yuridisnya 

meliputi:
58

 

a. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski secara agama dan 

kepercayaan perkawinan tersebut telah dilakukan, akan tetapi di 

mata hukum negara perkawinan tersebut tidaklah sah jika belum 

dicatat oleh pegawai pencatat nikah baik itu di KUA atau 

Disdikcapil atau bisa dianggap tidak pernah terjadi peristiwa 

hukum yang disebut perkawinan antara pasangan tersebut. 

 b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya. Anak yang terlahir di luar perkawinan sah atau perkawinan 

yang belum tercatat, selain dianggap sebagai anak tidak sah, juga 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan hubungan 

perdata dengan ayahnya tidak ada. 

 c. Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat 

lebih jauh perkawinan yang belum tercatat ialah, baik istri maupun 

anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah 

ataupun warisan dari ayahnya, selain itu istri juga tidak berhak atas 
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pembagian harta gonogini jika terjadi perpisahan karena secara 

hukum perkawinan tersebut tidak sah. Sementara terhadap anak, 

secara khusus akan berdampak negatif bagi status anak yang 

dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan 

dianggap tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 

Kompilasi Hukum Islam. Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan 

akta kelahiran untuk membuat kartu tanda penduduk. Kalaupun 

akta kelahirannya ada, maka yang tercantum di dalam akta tersebut 

hanya nama ibunya saja karena status anak tersebut dianggap 

sebagai anak luar nikah. Ketidakjelasan status si anak di muka 

hukum, akan semakin membuat hubungan antara ayah dan anak 

tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal 

bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 

 d. Tidak diketahui dengan jelas berapa kali terjadinya peristiwa talak 

dan rujuk yang berakibat terhadap sahnya sebuah perkawinan 

tersebut jika menyalahi aturan. 

   Perkawinan yang belum tercatat juga merupakan menyebab 

banyaknya anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai 

identitas, karena kelahiran anak tersebut tidak tercatat di catatan 

sipil. Imbasnya anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena 

pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan dokumen 

perkawinan dari negara. Padahal, tanpa adanya akta kelahiran, anak 

akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 



 
 

mendaftar sekolah, kepemilikian paspor ataupun mendapat 

warisan.
59

 

 

C. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) 

1. Pengertian SPTJM 

Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) bukan 

hanya berfungsi sebagai syarat dalam hal pembuatan akta kelahiran 

anak, namun di sisi lain juga bisa digunakan sebagai persyaratan 

untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Dalam Permendagri Nomor 

109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat 

atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan 

pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dengan 

melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

tersebut dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami 

istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) dengan status kawin.
60

 

 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, merupakan 

peraturan di mana awal mula ditemukan istilah Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terdapat tiga macam Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yakni  Surat 

                                                           
59

  Hasyim Nawawi,…114. 
60

 Rofik Samsul Hidayat, ”Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019”, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 

Nomor 1 Tahun 2022, h.2412 



 
 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  kebenaran data 

kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan / perceraian belum 

tercatat. 

 Pasal 1 ayat 18 Permendagri No 9 tahun 2016 disebutkan bahwa:  

”Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data kelahiran 

yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran data kelahiran 

adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon 

dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran 

seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi‛. 
61

 

 

Pasal 1 ayat 19 disebutkan pula bahwa:  

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai 

pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua 

kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status 

hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang 

saksi‛.
62

 

  

Peraturan Kemendagri No. 109 Tahun 2019 pada pasal 4 ayat (3) 

huruf b menyebutkan: 

“Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian 

belum tercatat, dengan kode F1.05;” pasal 5 ayat (2) huruf b 

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan 

pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk 

yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta 

perkawinan atau kutipan akta perceraian;” 

 

Sedangkan pada huruf e: 

  

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai 

pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila 

pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta 
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perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan 

sebagai suami isteri.”
63  

 

Intinya, peraturan-peraturan tersebut merujuk legalisasi dan 

kemudahan administrasi kependudukan pada perkawinan yang belum 

tercatat. 

2. Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak adalah:  

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 

Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pengertian Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terdapat 

dalam pasal 1 ayat (17) dan pasal 1 ayat (18). Kemudian tentang 

ketentuan dalam penggunaan SPTJM Kebenaran data Kelahiran 

terdapat dalam pasal 4 ayat (1). Adapun penggunaan SPTJM 

Kebenaran sebagai pasangan suami isteri terdapat dalam pasal 4 

ayat (2) dan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).  

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. Dalam peraturan ini tidak begitu terperinci untuk 

menjelaskan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM)  seperti dalam Permendagri No.9 Tahun 2016, 
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penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) terdapat dalam pasal 34 yang menyebutkan bahwa: 

”Penduduk yang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi 

dalam hal: 
64

 

 

1) Tidak memiliki surat keterangan kelahiran;dan/atau 

2)  Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau 

bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK 

menunjukkan sebagai suami isteri. 

3. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM): 

Dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-

usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan 

melampirkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) dari kepolisian 

atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh 

wali/penanggungjawab.Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila 

tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir 

dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon melampirkan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran 

data kelahiran. 
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Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab 

pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk dalam 

mengurus akte kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan 

seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir. 

Tujuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

adalah untuk menetapkan tanggung jawab yang melekat pada 

seseorang atau pihak tertentu atas segala konsekuensi yang timbul 

dari suatu peristiwa atau kegiatan. Surat ini bertujuan untuk 

menjelaskan bahwa pihak yang memberikan surat tersebut siap 

untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan, 

kerugian, atau kerusakan yang mungkin terjadi. 

4. Tujuan Utama Dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) adalah: 

a) Menetapkan tanggung jawab: Surat ini digunakan untuk secara 

tegas menetapkan tanggung jawab seseorang atau pihak tertentu 

terhadap hasil atau konsekuensi dari suatu peristiwa atau kegiatan. 

Dengan surat ini, pihak yang memberikan pertanggungjawaban 

mutlak menyatakan kesiapannya untuk menghadapi dan 

menanggung akibat dari peristiwa tersebut. 

b) Membangun kepercayaan: Surat pertanggungjawaban mutlak dapat 

digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan antara 

pihak yang memberikan pertanggungjawaban dengan pihak yang 



 
 

menerima pertanggungjawaban. Dengan menunjukkan kesiapan 

untuk bertanggung jawab secara penuh, pihak yang memberikan 

surat ini dapat meyakinkan pihak lain bahwa mereka serius dan 

dapat diandalkan dalam menanggung konsekuensi yang mungkin 

terjadi. 

c) Perlindungan hukum: Surat pertanggungjawaban mutlak juga dapat 

berfungsi sebagai alat perlindungan hukum. Dengan secara tegas 

menyatakan tanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul, 

pihak yang memberikan surat ini dapat mengurangi potensi 

tuntutan hukum atau klaim ganti rugi yang mungkin diajukan oleh 

pihak lain. 

d) Penegasan keseriusan: Surat ini juga dapat digunakan untuk 

menegaskan keseriusan dan komitmen pihak yang memberikan 

pertanggungjawaban mutlak terhadap tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan. Dengan menulis surat tersebut, pihak tersebut 

menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil tanggung 

jawab penuh atas hasil dari peristiwa atau kegiatan tersebut. 

e) Dalam konteks tertentu, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, 

konstruksi, layanan profesional, dan sektor publik. Tujuan 

utamanya tetap sama, yaitu menetapkan tanggung jawab secara 

tegas dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak terkait. 



 
 

5. Persyaratan Umum Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM)  

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM adalah 

surat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau instansi terkait sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang 

diemban oleh seseorang dalam jabatannya. Persyaratan untuk 

penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan 

yang berlaku di setiap daerah atau instansi pemerintahan. Berikut 

adalah beberapa persyaratan umum yang mungkin diperlukan:
65

 

a. Surat Permohonan: Anda mungkin perlu mengajukan surat 

permohonan secara tertulis kepada Dukcapil atau instansi terkait. 

Surat ini biasanya berisi permintaan untuk penerbitan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan 

informasi terkait seperti identitas Anda, jabatan yang Anda 

pegang, dan alasan permohonan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM ) 

b. Identitas Diri: Anda akan diminta untuk menyertakan salinan 

identitas diri yang sah, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau 

paspor. 

c. Dokumen Pendukung: Anda mungkin perlu menyertakan 

dokumen pendukung yang relevan, seperti surat keputusan 
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pengangkatan atau mutasi, surat tugas, atau dokumen lain yang 

menunjukkan jabatan dan tanggung jawab Anda. 

d. Surat Rekomendasi: Beberapa instansi mungkin meminta Anda 

menyertakan surat rekomendasi dari atasan atau instansi terkait 

sebagai persyaratan tambahan. 

e. Formulir Aplikasi: Anda mungkin perlu mengisi formulir aplikasi 

resmi yang disediakan oleh Dukcapil atau instansi terkait. 

Formulir ini biasanya berisi informasi pribadi, rincian jabatan, 

dan tanggung jawab yang diemban. 

6. Kegunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat 

Di peruntukan bagi kelompok masyarakat yang masih belum bisa 

mencatatkan perkawinan nya secara sah karena keterbatasan 

paying hukum /regulasi,antara lain. 

a. Pekawinan yang di lakukan secara adat. 

b. Perkawinan penduduk penghayat kepecayaan yang oerganisasi 

nya belum terifikasi pada kemendikbud atau belum ada 

pemuka kepercayaan yang di tunjuk. 

c. Perkawian pendidik yang memeluk agama di luar 6 agama 

yang ada. 

D. Kartu Keluarga (KK) 

1. Status Perkawinan Terdapat Di Kartu Keluarga (KK) : 



 
 

a. Belum Menikah : Penduduk yang tidak terikat perkawinan 

baik secara agama,adat , maupun di mata hukum. 

b. Kawin Tercatat :Penduduk telah menikah secara agama dan 

telah di catatkan pernikahanya di mata hukum dan memiliki 

buku nikah dari kua atau akta perkawinan dari dari dinas 

dukcapil. 

c. Kawin Belum Tercatat : Penduduk yang pada kk lama ( 

sebelum tahun 2017) telah menikah namun tidak dapat 

menunjukan buku nikah / akta perkawinan nya dan penduduk 

yang hanya menikah secara agama namun tidak/belum 

mencatatkan perkawinanya pada lembaga yang bewenang 

d. Cerai Hidup Tecatat : Penduduk yang tidak memiliki ikatan 

pekawinan karena telah becerai secara resmi dimata hukum 

(memiliki akta cerai atau putusan pengadiln tentang peceraian) 

e. Cerai Hidup Belum Tercatat: Penduduk yang tidak memiliki 

ikatan pekawinan karena bercerai dari perkawinan yang belum 

tercatat dan penduduk yang pada KK lama( sebelum tahun 

2017) telah bercerai(status perkawinan dalam KK: cerai hidup) 

namun idak dapat menunjukan bukti peceraian atau putusan 

pengadilan tentang perceraian  

f. Cerai Mati : Penduduk yang di tinggal mati pasangan nya ( 

suami/istri). 

 



 
 

 

 

2. Pencantuman status “ kawin belum tercatat” pada KK : 

a. Pencantuman status “ perkawinan belum tercatat “ dalam KK 

adalah kebijakan altenatif yang bersifat sementara sampai 

dilaksanakan  pencatatn perkawnan atau isbat. 

b. Di laksanakan berdasarkan permohonan serta pernyataan dari 

masing masing suami dan istri dengan membuat suratt Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawian 

belum tercatat (F-1.05) 

c. Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) perkawinan beum tercatat (F-1.05) dapat di gunkan 

untuk menerbitkan KK karena membentuk keluarga 

barunamun tidak di peruntukan untuk perkawian di bawah 

umur.(apabila sudah ada dispensasi dari pengadilan untuk 

perkawinan di bawah umur maka di dorong untuk ke KUA). 

d. Pekawinan belum tercatat untuk perkawinan kedua dan seterus 

nya harus ada izin tertulis dari istri sebelum nya ( apabila 

persetujuan dai istri  sebelum nya untuk perkawinan poligami , 

maka di berondong untuk ke PA untuk izin enikah sehingga 

bisa ke KUA 

e. Pencantunan status kawin belum tercatat dalam KK bukan 

merupakan pengesahan perkawinan 



 
 

3. Syarat Pembuatan Kartu Keluarga( Kk) Menggunakan Sptjm Dan 

Buku Nikah 

a. Buku nikah 

1) Fotokopi KK orang tua 

2) Fotokopi buku nikah orang tua 

3) Fotokopi KTP 

4) Fotokopi akte kelahiran 

5) Formulir KK 

b. Surat Pertanggugan Jawaban Mutlak (Sptjm) 

 

1) Fotokopi KK orang tua 

2) Fotokopi buku nikah orang tua 

3) Fotokopi KTP 

4) Fotokopi akte kelahiran 

5) Formulir KK 

6) Mengisi Surat Pertanggungan Jawaban Mutlak ( Sptjm) 

Yang Di Sediakan Capil 

7) Surat keterangan atau pernyataan tentang pernikahan 

mereka  dari kepala desa/lurah. 

4. Beda status perkawinan melalui Kartu Keluarga (KK) yang 

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) dan Buku Nikah 

Dalam beberapa negara, khususnya di Indonesia, status 

perkawinan dapat dibedakan melalui Kartu Keluarga (KK) yang 



 
 

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) dan Buku Nikah. Berikut adalah perbedaan antara kedua 

dokumen tersebut: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  : 

1) SPTJM adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Agama di Indonesia dan digunakan sebagai bukti bahwa 

perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam. 

2) SPTJM umumnya digunakan oleh pasangan yang melakukan 

perkawinan berdasarkan agama Islam. 

3) SPTJM berisi informasi tentang identitas suami, istri, saksi, 

dan hakim nikah, serta tanggal dan tempat perkawinan 

dilangsungkan. 

4) SPTJM tidak memiliki informasi tentang keluarga dan 

anggota keluarga lainnya, karena fokus utamanya adalah 

pada pernikahan itu sendiri. 

b. Buku Nikah: 

1) Buku Nikah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan digunakan sebagai 

bukti bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah menurut 

hukum yang berlaku di negara tersebut. 

2) Buku Nikah umumnya digunakan oleh pasangan yang 

melakukan perkawinan berdasarkan hukum perdata di luar 

agama Islam atau perkawinan beda agama. 



 
 

3) Buku Nikah berisi informasi tentang identitas suami, istri, 

saksi, dan pejabat yang menikahkan, serta tanggal dan tempat 

perkawinan dilangsungkan. 

4) Selain itu, Buku Nikah juga mencantumkan informasi tentang 

keluarga suami dan istri, seperti orang tua, saudara, dan anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Perbedaan utama antara Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) dan Buku Nikah terletak pada jenis perkawinan yang 

diatur oleh dokumen tersebut (perkawinan berdasarkan agama Islam 

atau hukum perdata) dan informasi yang tercantum di dalamnya (fokus 

pada pernikahan saja atau juga mencakup informasi keluarga). 

Keduanya digunakan sebagai dokumen resmi untuk membuktikan 

status perkawinan seseorang dalam KK di Indonesia. 

5. Persyaratan untuk penerbitan KK menurut Pasal 11 ayat (1) PP 96/2018 

Persyaratan untuk penerbitan KK baru bagi Warga Negara 

Indonesia (“WNI”) adalah:
66

  

a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; 

b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi 

penduduk yang pindah dalam wilayah indonesia; 

c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh 

disdukcapil kabupaten/kota bagi wni yang datang dari luar wilayah 

indonesia karena pindah; 
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https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-kk-tanpa-surat-nikah-lt54f6951e9d3c7/#_ftn4


 
 

d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan 

administrasi kependudukan; dan 

e. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita 

acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi 

penduduk wni yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan 

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 

Pasangan nikah siri harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (“SPTJM”) ketika ingin mengajukan permohonan 

pembuatan KK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

tersebut dibuat oleh pasangan suami istri dengan dua orang saksi. 

Terhadap pasangan nikah siri tersebut, nantinya di dalam KK akan 

dituliskan keterangan “kawin belum tercatat” Syarat KK nikah siri adalah 

adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

tersebut.Meski demikian, apabila ketiadaan buku nikah yang tanyakan 

disebabkan karena melakukan perkawinan siri, maka di sarankan agar 

melakukan itsbat nikah terlebih dahulu. 

Membuat KK Tanpa Buku Nikah Sehubungan dengan pertanyaan 

perihal bisa atau tidaknya pembuatan kartu keluarga tanpa surat nikah, 

dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan.Hal ini merujuk 

pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri 109/2019 yang berbunyi: 

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian 

belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status 

perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8


 
 

dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan 

akta perceraian.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

 

 

A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong 

adalah salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memiliki tugas 

inti membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah dan pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sesuai ketentuan dan Undang-Undang. 

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong menangani dalam bidang 

pencatatan Kependudukan diantaranya yaitu: pelayanan pencatatan kelahiran, 

pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non Muslim, pencatatan 



 
 

perceraian, pencatatan kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, 

pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, 

perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan 

pencatatan sipil, ketatausahaan dokumen pencatatan sipil dan peristiwa 

penting lainnya. 

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong terletak di Jalan Satamarga 

No 196, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia 

yang saat ini dibawah kepemimpinan Bapak Drs.Muradi Untuk mewujudkan 

tujuan didirikannya Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong sebagai wujud 

dari tanggung jawab maka harus ada langkah-langkah dan strategi untuk 

menuju tujuan tersebut yang mana dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang dituangkan dalam program kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.:
67

 

 

B. Visi Dan Misi Disdukcapil Rejang Lebong 

1. VISI 

“Terwujudnya kabupaten rejang lebong bercahaya untuk semua 

berkarakter,religious, cerdas, sehat, berbudaya, untuk sejahtera dan maju 

bersama.” 

2. MISI  
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 Dokumen ,dinas kependudukan dan catatan sipil rejang lebong di ambil pada tanggal 

29 -05-2023 jam 15:50 WIB 



 
 

“Menggembangkan reformasi birorkasi melalui tata kelola pemerintah 

yang bersih ,efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi 

pelayanan prima.” 

Demi mewujudkan visi misi ke tujuan pelayanan yang prima, maka 

dibutuhkan sumber daya yang terpercaya dan kompeten pada setiap 

bidangnya. 

 

C. Struktur Organisasi 

N

O 
NAMA NIP 

JABATAN 

JABATAN 

STRUKTUR 

 JABATAN     

FUNGSION

AL 

1 Drs. MURADI 
19631210 198903 

1 005 

KEPALA 

DINAS 
- 

2 
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AN DATA & 

INOVASI 

PELAYANAN 

- 
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PENCATATAN 
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- 

4 
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- 

5 
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D YUSUF, 
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_ 
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6 
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_ 
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7 
LELI 
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_ 
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KEPENDUDU

KAN 
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12 
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KEPENDUDU
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_ 
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14 
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ADMINISTRA
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15 
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- 

16 
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17 
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Tabel 1.1 Data Pegawai Disdukcapil Kabupaten rejang lebong 

 

 

 

 

D. Susunan Organisasi Disdukcapil Rejang Lebong   

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong No 1 tahun 

2023. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rejang Lebong merupakan 

unsur penunjang  Pemerintah Rejang Lebong yang dipimpin oleh seoarang 

kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 



 
 

bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Rejang Lebong adalah sebagai berikut: 

Pasal 153 berbunyi: 

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari a. Kepala Dinas, 

b.Sekretaris Membawahi  Sub Bagian Keuangan , Pembagian Umum Dan 

Kepegawaian c.Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendidik d.Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan  f. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan g.Unit 

Pelaksanaan Teknik Dan h.Kelompok Jabatan Fungsional”  

Pasal 136  ayat (1) berbunyi: 

” Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf a memimpin 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”  

Ayat (2) berbunyi: 

”Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf b dipimpin oleh 

sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas” 

 Ayat (3) berbunyi: 

”Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf c,d ,e dan f dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui sekretaris” ayat (4) berbunyi” unit pelaksana teknis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf g, dipimpin oleh Kepala unit 

pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui sekretaris.”  

 

E. Kedudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai Dengan 

Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 

Pada pasal 133 berbunyi : 

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe A merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas.” 

Pasal 134 ayat (1)berbunyi: 

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan 



 
 

pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan 

yang diberikan kepada daerah”. 

 

 Ayat (2) berbunyi: 

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerangkan fungsi a,perumusan 

kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya b.pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan lingkup tugasnya c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya dan, e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsi.” 

 

F. Fungsi Dan Tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai 

Dengan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2023 

1. Kepala Dinas 

Pasal 137 ayat (1) berbunyi : 

“Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan kepada 

daerah “  

Ayat (2) berbunyi : 

“untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 

Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. melaksanakan perumusan kebijakan 

teknis di bidang pendaftaran penduduk dan koordinasi pelaksanaan 

pencatatan sipil” b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan 

meningkatkan kualitas penduduk melalui program pemberdayaan 

penduduk dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat c. 

melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

kegiatan pendaftaran dan pencatatan sipil serta memberdayakan penduduk 

d. melaksanakan pembinaan umum dan teknik di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan e. melaksanakan pendaftaran penduduk 

dan menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK) kartu keluarga (KK) 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mutasi penduduk f. melaksanakan 

pencatatan sipil yang menerbitkan akta kelahiran akta kematian 

pengukuhan, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan pengesahan 

anak  g.  melaksanakan data informasi pelaksanaan pengolahan data dan 

informasi pengendalian dan penyuluhan kependudukan, h. melaksanakan 



 
 

pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kependudukan i. 

melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknik dinas bidang 

kependudukan dan catatan sipil dan, j. melaksanakan fungsi lain yang 

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya”
68

 

2. Sekretaris 

Pasal 138 ayat (1) berbunyi: 

”sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris “  

 Ayat (2) berbunyi: 

“Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan 

keuangan urusan tata usaha perlengkapan rumah tangga dan urusan 

kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil”  

Ayat (3) berbunyi: 

”Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekretaris 

mempunyai fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran 

b.  pelaksanaan pengelolaan keuangan c.  pengelolaan perlengkapan 

urusan tata usaha rumah tangga dan barang milik negara atau daerah d. 

pengelolaan urusan kepegawaian dan e melaksanakan fungsi lain yang 

diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya”  

Ayat (4) berbunyi: 

”Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 dan ayat 3 sekretaris membawahi: a. sub bagian keuangan dan b. 

sub bagian umum dan kepegawaian” ayat (5) berbunyi “sub bagian 

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris”
69

 

Pasal 139 ayat (1) berbunyi: 

“Kepala bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 5 

mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, 

pengelolaan, keuangan, penataanusahaan, akuntansi verifikasi dan 

pembukuan.” 

Ayat (2) berbunyi:  

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala 

sebagian keuangan mempunyai fungsi: a. menyiapkan penyelenggaraan 
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urusan keuangan dan data usahaan akuntansi dan verifikasi dan 

pembukuan, b.  mengkoordinasi urusan keuangan ,penataanusahaan, 

akuntansi verifikasi dan pembukuan, c.  melaksanakan pengelolaan 

keuangan penatausahaan akuntansi verifikasi dan pembukuan, d.  

administrasi urusan keuangan ternyata usaha akuntansi verifikasi dan 

pembukuan e. melaksanakan evaluasi penyelenggara urusan keuangan 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan f. melaporkan 

kegiatan penyelenggara urusan keuangan penatausahaan, akuntansi, 

verifikasi dan pembekuan dan g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan 

oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.” 

 

Pasal 140  ayat(1) berbunyi:  

“Kepala bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 138 ayat (5) mempunyai tugas melakukan urusan persuratan urusan 

tata usaha kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan 

perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara / daerah”  

Ayat (2) berbunyi: 

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala 

sebagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi: a.  melaksanakan 

urusan persuratan dan kearsipan ke dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil b. melaksanakan urusan tata usaha dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil c. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga 

dinas kependudukan dan kecepatan sipil d. melaksanakan penataan barang 

mirip negara / daerah e. melaksanakan administrasian urusan persuratan 

urusan tata usaha , kearsipan urusan administrasi aparatur sipil Negara, 

urusan perlengkapan rumah tangga, penataan barang milik negara / daerah 

f. melaksanakan evaluasi urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan 

urusan administrasi aparat sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah 

tangga, penataan barang milik negara / daerah  g. pelaporan kegiatan 

urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan urusan administrasi aparatur 

sipil negara urusan perlengkapan rumah tangga penataan barang milik 

negara / daerah  dan  h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya” 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  

Pasal 141 ayat(1) berbunyi: 

“Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh Seorang Kepala 

Bidang”  

Ayat (2) berbunyi: 



 
 

“Kepala Bidang Bagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas 

pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk”  

Ayat(3) berbunyi:  

“untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh 

bidang pelayanan pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: a. 

penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk b. perumusan 

kebijakan teknis pendaftaran penduduk, c.pelaksanaan pembinaan dan 

koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk d,  pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk e.  pelaksanaan penerbit dan dokumen 

pendaftaran penduduk f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan 

pendaftaran penduduk, g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan daftar 

penduduk dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya”  

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  

Pasal 142 ayat (1) berbunyi: 

“Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh Seorang Kepala 

Bidang”  

Ayat (2) berbunyi: 

 “Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan 

pembinaan umum di bidang kecepatan sipil” 

 Ayat  (3) berbunyi: 

”untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi: a. penyusunan 

perencanaan pelayanan pencatatan sipil b. perumusan kebijakan teknis 

pencatatan sipil c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan sipil d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil e. 

pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil f. pelaksanaan 

pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil g. pengendalian data 

dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil dan, g. pelaksanaan fungsi lain 

diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.”  

 

 

 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  

Pasal 143 ayat(1) berbunyi:  



 
 

“Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh 

seorang kepala bidang “  

Ayat (2) berbunyi: 

 “Kepala bidang sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis ,fasilitatif dan 

pembinaan umum di bidang catatan sipil.” 

 Ayat (3) berbunyi: 

“Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana alasan pada ayat (2) Kepala 

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai 

fungsi: a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan 

,pengelolaan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola dan 

sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, b. perumusan 

kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengelolaan dan 

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi, c.  pelaksanaan pembinaan dan 

koordinasi melaksanakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan 

,pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan 

sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi d. pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem 

informasi administrasi kependudukan pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan f. pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan 

fungsinya” 

6. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan 

Pasal 144 ayat(1) berbunyi:  

“Bidang pemanfaatan data dan informasi pelayanan dipimpin oleh seorang 

kepala bidang”  

Ayat  (2) berbunyi: 

“Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

dan rumus dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama 

administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan”  

Ayat (3) berbunyi:  



 
 

“Untuk melaksanakan tugas Bagaimana dan bangkrut pada ayat (2) pada 

bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi: a. 

penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan b. 

perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta kerjasama serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan d. pelaksanaan pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan e. pelaksanaan kerjasama administrasi 

kependudukan f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan 

dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

dinas terkait dengan tugas dan fungsinya” 

 

G. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana Sesuai Dengan 

Peratuan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 

Pasal 351 ayat (1) berbunyi: 

”Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya”  

Ayat (2) berbunyi:  

“Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
70

  

Pasal 352 ayat (1) berbunyi:  

”Jabatan pelaksanaan Aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi 

jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola 

kerja”. 

Ayat (2) berbunyi:  

“Persamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk monecratur jabatan pelaksana”  

Ayat (3) berbunyi:  
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“Monector jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 

kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai 

kebutuhan organisasi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Proses Diterapkan/ Tidak Di Terapkanya (SPTJM) di Disdukcapil Rejang 

Lebong, iyalah proses dalam pembuatan administrasi penduduk dengan 



 
 

menggunkan SPTJM ini sudah berlaku pada tahun 2016 sejak berlakunya 

SPTJM ini yang di keluarkan oleh permendagri no 9 tahun 2016 dan 

masyarakat Disdukcapil Rejang Lebong sudah terbiasa dalam menggunakan 

SPTJM ini dalam membuat administrasi kependudukan terutama dalam 

membuat KK dan akte kelahiran,dan penerapan SPTJM tersebut masih berlaku 

sampai sekarang. Karena Adanya kendala ekonomi dan keterbatasan waktu 

dalam proses isbat nikah. 

2. Dampak positif dari SPTJM meliputi kemudahan administratif dalam 

pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dengan adanya SPTJM, status 

perkawinan dapat diakui secara resmi dalam dokumen kependudukan, sehingga 

memberikan perlindungan hak-hak anak dalam hal warisan, pendidikan, dan 

kebutuhan lainnya.Namun, terdapat juga beberapa dampak negatif dari SPTJM. 

Pertama, terdapat potensi terjadinya praktek poligami atau poliandri tanpa 

persetujuan yang melanggar norma hukum dan agama. Kedua, ketidakpastian 

hukum terkait status perkawinan yang belum tercatat dalam dokumen 

kependudukan dapat menciptakan masalah hukum dan administrasi. Ketiga, 

melakukan praktek poligami atau poliandri tanpa izin dari Pengadilan Agama 

merupakan pelanggaran hukum. Keempat, status perkawinan yang belum 

tercatat masih membutuhkan proses isbat nikah untuk mendapatkan kekuatan 

hukum. 

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan: 



 
 

1. Peningkatan Sosialisasi: Disdukcapil Rejang Lebong perlu meningkatkan 

sosialisasi mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan dan mencatat 

perkawinan secara resmi 

2. Kemudahan Akses: Disdukcapil Rejang Lebong harus memastikan bahwa 

prosedur dan persyaratan untuk mencatat perkawinan di Disdukcapil mudah 

dipahami dan diakses oleh masyarakat.  

3. Perbaikan Proses Isbat Nikah: Jika masyarakat masih menghadapi kendala 

ekonomi dan proses yang rumit dalam melakukan isbat nikah, maka perlu ada 

upaya untuk memperbaiki proses isbat nikah tersebut. Disdukcapil dapat 

bekerja sama dengan instansi terkait dan mempercepat proses isbat nikah 

dengan biaya yang terjangkau, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk 

mencatat perkawinan secara resmi. 

 Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara 

resmi, memperbaiki prosedur yang rumit, dan mengurangi penggunaan 

SPTJM sebagai pengganti buku nikah. 
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